PUTUSAN
Nomor : 2678 K/Pdt/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdafa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara :

Muhammad Alinafiah, bertempat tinggal di Desa Hagu “Selatan,
Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe; Pemohon Kasasi, dahulu
Pelawan-Pembanding;

melawan

Agamsyah Hamidy, bertempat tinggal di JIn. Merdeka No. 26-27
Lhokseumawe, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Wibisono, SH.
dan Syofyan Rasyid, SH. yang bertindak selaku kuasa Direksi Bank
Duta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Nopember 1991 memberi
kuasa kepada Eko Evidolo, SH. dan Mualuddin Yacob, SH.; Termohon
Kasasi, dahulu Terlawan-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan,

- Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Pelawan telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pembantah tanggal 28 Juni 1989 di hadapan Notaris Ridwan
Usman, SH. mengikat perjanjian hutang dengan Terbantah dalam hal ini
Bank Duta Cabang Lhokseumawe;

Bahwa Pembantah mengajukan kredit sebenarnya Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah) tetapi yang disetujui Bank Duta hanya Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam akte perjanjian
kredit No. 183 dan 1984 masing-masing Rp. 24.000.000,- dan Rp.
6.000.000,- dengan perjanjian bahwa Pembantah harus menyelesaikan
bunga berikut pokoknya lunas selama 48 bulan jadi berakhir 28 Juni 1993;
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Bahwa benar terjadi kemacetan pembayaran bunga kepada Terbantah
oleh karena permohonan kredit Pembantah sebesar Rp. 45.000.000,- tapi
yang dikabulkan hanya Rp. 30.000.000,-

Bahwa Terbantah dalam hal ini Bank Duta tidak menunjukkan iktikad
baik karena selafu mendesak Pembantah menyelesaikan bunga sehingga
usaha dagang Pembantah menjadi macet;

Secara tiba-tiba tanggal 28 Agustus 1991, Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe telah mengajukan somasi kepada Pembantah yang me-
ngatakan Pembantah sampai tanggal 5 Agustus 1991 telah mempunyai
hutang kepada Terbantah pokok sebesar Rp. 31.025.000,- biaya tambahan
akibat tunggakan Rp. 6.274.428,- belum termasuk ongkos-ongkos jika
Pembantah tidak melaksanakan pembayaran hutang tersebut akan ditempuh
jalan hukum;

Kemudian Terbantah mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Negeri Lhokseumawe agar borg Pembantah berupa sebidang tanah atas
nama Pembantah sertifikat hak milik No. 242 tanggal 14 Juli 1988 dilelang
di muka umum, maka keluarlah Penetapan Pengadilan Negeri No. 10/
Pdt.Eks/1991/PN.Lsw. tanggal 4 Nopember 1991 dan sekaligus melakukan
aanmening supaya Pembantah segera membayar hutang sebesar Rp.
37.326.428,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat
ratus dua puluh delapan rupiah) bila tidak Pembantah bayar maka tanah
tersebut akan dilelang di muka umum; g

Bahwa tindakan Terbantah mengajukan permohonan melelang tanah
(borg) Pembantah tersebut dan tindakan Ketua Pengadilan Negeri Lhok-
seumawe mengeluarkan Penetapan Pelelangan tersebut adalah merupakan
perbuatan melawan hukum sebab perjanjian kredit ditentukan dalam jangka
waktu 48 bulan dan berakhir tanggal 28 Juni 1993;

Berdasarkan uraian-urajiann di atas, Pembantah dengan ini mohon
kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe berkenan memutuskan perkara ini
sebagai berikut :

1. Menerima Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, No.

10/Pdt.Eks/1991/PN.Lsm. tanggal 4 Nopember 1991;

4. Menyatakan hutang Pembantah yang ada pada Terbantah seperti ter-
sebut dalam surat hutang dengan jaminan No. 183 dan 184, yang dibuat

di hadapan Notaris Ridwan Usman, SH. jangka waktu pembuyaran

berakhir tanggal 28 Juni 1993 (jatuh tempo); '
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5. Menyatakan permohonan lelang eksekusi dari Terbantah kepada Pe-
ngadilan Negeri Lhokseumawe atas borg/jaminan kredit Pembantah
adalah belum waktunya diajukan (premateur), dan karena itu harus
ditolak; '

Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara ini;

7. Mohon dalam peradilan yang baik diberikan putusan yang adil;

o

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe
telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 15 Januari 1992 No.
47/Pdt/Piw/1991/PN.Lsw. yang amarnya berbunyi sebagai betikut
-~ Menolak perfawanan Pelawan untuk seluruhnya;

— Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
~ Menghukum Pelawan membayar ongkos perkara yang hingga kini di-
taksir sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan Pem-

banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan

putusannya tanggal 14 April 1992 No. 41/Pdt/1992/PT.Aceh. yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

-~ Menerima permochonan pemeriksaan banding dari Pelawan/Pem-
banding;

— Membatalkan putusan Pengadilan Negen Lhokseumawe tanggal 15
Januari 1992 No. 47/Pdt/Plw/1991/PN.Lsw.

Mengadili Sendiri :

— Menyatakan perlawanan Pelawan/Pembanding tidak dapat diterima;

-~ Menghukum Pelawan/Pembanding membayar biaya perkara yang
timbul dalam pemenksaan banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh
“lima ribu ruplah),

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah
pihak pada tanggal 26 Juni 1992 dan 6 Juli 1992 kemudian terhadapnya
oleh Pelawan Pembanding diajukan permohonan kasasi secara alisan pada
tanggal 9 Juli 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.
47/Pdt/Plwn/1991/PN.Lsw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Lhokseumawe, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 1992;
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Bahwa setelah itu oleh Terlawan Terbanding yang pada tanggal 20 Juli

1992 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan Pembanding
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon

kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

L

292

Bahwa keliru putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Bank
Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan cabang dari badan
hukum pusat yang demikian tidak mempunyai Legitimasi Persona
Standi in Judicio seharusnya cabang merupakan perpanjangan tangan
dari Kantor Pusat karenanya menurut acara perdata dan sesuai dengan
Yurisprudensi dapat menggugat dan digugat;

Bahwa gugatan ditujukan kepada Agamsyah Hamidy Manager
Operasional Bank Duta Cabang Lhoksevmawe dalam kapasitasnya
sebagai Manager berdasarkan Akte Perjanjian Kredit yang bertindak
adalah Agamsyah Hamidy lagi pula saat berperkara yang bersangkutan
telah memberikan kuasa kepada Gunawan Wibisono, SH. dan Sofyan
Rasjid, SH. yang bertindak dalam kapasitasnya kuasa Direksi Bank
Duta selanjutnya diserahkan kepada Eko Evidoio, SH. maka kon-
sekwensinya segala tindakan hukum dilakukan oleh Agamsyah Hamidy
dalam rangka perbuatan dengan Pemohon Kasasi adalah mempunyai
Legitimasi dalam jabatan mewakili Bank Duta Cabang Lhokseumawe.
Bahwa keliru pula Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menyatakan
Pemohon Kasasi tidak beritikad baik karena tidak berusaha mencicil
hutang pokok beserta bunga sedangkan kenyataannya Pemohon Kasasi
telah berkali-kali membayar angsuran bulan Agustus 1991, September
1991 dll, hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali;

Bahwa keliru Pengadilan Negeri membenarkan lelang eksekusi dengan
menolak gugatan Pemohon Kasasi- sedangkan jangka waktu pem-
bayaran kredit jatuh tempo tanggal 28 Juni 1993 sesuai akte pengakuan
hutang dengan jaminan No. 183 dan 184 (T.9 s/d T.10) sehingga
eksekusi yang akan dilakukan menjadi premateur;



Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 1 dan ad. 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan
Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:
~ Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam pertimbangannya yang

mengatakan bahwa Bank Duta Cabang Lhokseumawe hanya merupakan

cabang dari Bank Duta Pusat dengan demikian tidak mempunyai

Legitimasi Persona Standi in Judicio, padahal cabang adalah merupakan

perpanjangan tangan dari Kantor Pusat oleh karena itu dapat digugat

dan menggugat;

— Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Agamsyah Hamidy selaku
Manager Operasional Bank Duta Cabang Lhokseumawe dalam
kapasitasnya sebagai Manager berdasarkan Akta Perjanjian Kredit
dalam rangka perikatan dengan permohonan kasasi adalah mempunyai
Legitimasi dalam jabatannya mewakili Bank Duta Cabang Lhok-

' seumawe, oleh karena itu gugatan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak
..periu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pen-
dapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan per-
mohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Muhammad Alinafiah
tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal
14 April 1992 No. 41/Pdt/1992/PT.Aceh;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh belum me-
meriksa pokok perkara, maka Mahkamah Agung menganggap perlu me-
merintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa pokok per-
karanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970,
dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Muhammad
Alinafiah tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 April
1992 No. 41/Pdt/1992/PT.Aceh;

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membuka kem-
bali persidangan dalam perkara ini untuk memeriksa pokok perkaranya;
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Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 1994, dengan Soeharso, SH.
Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Sidang, J. Djohansjah, SH. dan Ny. H. Mursiah Bustamam, SH. Hakim-
hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 27 Oktober 1994, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan
dihadiri oleh J. Sjohansjah, SH, dan DR, IGN. Gde Djaksa, SH. M.Sc. -
Hakim-hakim Anggota, Ny. H. Nielma Salim, SH. Panitera Pengganti Luar
Biasa dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
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